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Abstract 
The purpose of study are: to determine and analysis the implementation of cleaning 
retributions policy and its contributions on local revenue of Palu City, to determine  and anaalyze 
supporting and inhibitng factors toward the implementation of cleaning retribution policy to 
increase the local revenues. The study of descriptive qualitative. The result conclude that:cleaning 
retribution in Palu City as one of the sources of local  revenues is organized under the 
coordination of Departemen of Cleaning and Landscaping of Palu City. Retribution withdrawal 
should be followed by better cleaning service. Factor supporting the implementation of cleaning 
retribution in Palu City includes: commitment of the decition makers and implementers, authority 
in the selection and formulation of waste managemenr policy, recousces support, cooperation 
between The departemen of Cleaning and Landscaping with Integrated Licencing Agency of Palu 
in cleaning retribution withdrawal. Inhibiting factor include low quality of recourses, low of  
education and commiment and tenacity in performing the task, insufficient facilities and 
infrastrukture, both quality and quantities, the increased volume of waste, the demand of the 
community toward the improvement cleaning services, and the absence  of waste recycling 
technology. In addition, ineffective sanctions againt the offender of the abusive littering, the 
lateness of the waste transport, and minimal operational cost also hinder the implementation of 
cleaning retribution policy in Palu City. 
Keyword: policy, evaluation. Supprting factors, inhibiting factors, contributions 
Retribusi adalah pembayaran wajib dari 
penduduk kepada Negara karena adanya jasa 
tertentu yang diberikan oleh negara bagi 
penduduknya secara perorangan (Marihot P 
Siahaan: 2010). Jasa tersebut dapat dikatakan 
bersifat langsung, yaitu hanya yang 
membayar retribusi yang menikmati balas 
jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi 
adalah retribusi kebersihan yang dikelola 
oleh pemerintah daerah. Setiap orang yang 
ingin mendapatkan pelayanan kebersihan dia 
harus membayar retribusi yang ditetapkan 
oleh pemerintah. 
Menurut Mardiasmo (2002) 
maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) akan berimplikasi pada peningkatan 
pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah dua komponen  
tersebut. Selanjutnya dinyatakan pula, 
pemerintah daerah sebaiknya tidak 
menambah pungutan yang bersifat pajak 
(menambah pajak baru). Jika mau menambah 
pungutan hendaknya bersifat retribusi, 
sedangkan pajak justru diupayakan sebagai 
upaya terakhir saja.  
Untuk membawa daerah pada derajat 
otonomi yang berarti mengarah pada 
kemandirian daerah, faktor kemampuan 
keuangan daerah merupakan ciri utama yang 
menunjukan suatu daerah otnom yang 
mampu berotonomi. Dalam rangka 
menghadapi otonomi yang lebih luas itu, 
dituntut kemampuan daerah untuk menggali 
dan memberdayakan sumber daya daerah 
untuk kepentingan kemaslahatan dan 
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kesejahteraan masyarakat (Safawi, Sujianto 
dan Rusli:2012,131). Dalam hal ini 
Pemerintah Kota Palu memiliki kewenangan 
untuk mengatur rumah tangganya sendiri, 
termasuk dalam pendanaan untuk 
operasionalisasi pemerintah daerah tersebut. 
Agar operasionalisasi pemerintah daerah 
dapat dilaksnakan secara maksimal, maka 
diperlukan sumber dana yang memadai 
terutama diharapkan bersumber dari daerah 
itu sendiri. 
Salah satu retribusi yang masih dapat 
ditingkatkan lagi penerimaannya di Kota Palu 
adalah retribusi kebersihan. Mengingat 
perkembangan kota yang demikian pesat 
selama beberapa tahun terakhir. Sebagai 
akibat dari pertumbuhan penduduk yang 
berdampak pada peningkatan jumlah sampah, 
sehingga mengakibatkan permintaan terhadap 
jasa kebersihan diperkirakan akan terus 
meningkat. Retribusi kebersihan merupakan 
potensi yang cukup besar dan potensi tersebut 
belum dioptimalkan secara keseluruhan oleh 
pemerintah Kota Palu.  
Implementasi kebijakan retribusi 
kebersihan di Kota Palu sebenarnya telah di 
atur melalui Peraturan Daerah  Nomor 8 tahun 
2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Namun  
implementasi Peraturan Daerah ini belum 
efektif dilaksanakan di lapangan. Belum 
Nampak aspek penyelesaian masalah dari 
peraturan daerah tersebut, padahal jika dilihat 
dari tujuan, sasaran dan isi dari Peraturan 
Daerah tersebut semestinya bisa mengatasi 
masalah retribusi kebersihan yang ada di kota 
Palu. 
Penerimaan Pemerintah Daerah Kota 
Palu melalui retribusi kebersihan masih 
banyak kendala yang harus dihadapi dengan 
jumlah wajib retribusi yang terus bertambah 
seiring dengan perkembangan kota. Retribusi 
kebersihan yang telah dipungut diharapkan 
menunjukkan adanya peningkatan yang 
berarti dan dapat mencapai target yang telah 
ditetapkan. 
 
Menurut George Edward III, faktor-
faktor yang mendukung implementasi 
kebijakan, yaitu: 
1) Faktor komunikasi. Ada tiga hal penting 
yang dibahas dalam proses komunikasi 
kebijakan, yakni transmisi, kejelasan dan 
konsistensi. Faktor penyampaian informasi 
dan transmisi seorang pejabat yang 
mengimlementasikan keputusan harus 
menyadari bahwa suatu keputusan telah 
dibuat dan  suatu  perintah  umtuk  
pelaksanaanya  telah  dikeluarkan.  Faktor  
lain  yang mendukung implementasi 
kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa 
petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan 
tidak hanya harus diterima oleh para 
pelaksana kebijakan. Faktor berikutnya 
yang mendukung implementasi kebijakan 
adalah konsistensi, yaitu jika implementasi 
kebijakan ingin berlangsung efektif, maka 
perintah-perintah pelaksanaan harus 
konsisten dan jelas.  
2) Faktor  sumber  daya.  Sumber-sumber  
penting  yang  mendukung implementasi 
kebijakan meliputi staf yang memadai serta 
keahlian-keahlian yang baik untuk 
melaksanakan tugas-tugas mereka, 
wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat 
menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 
3) Disposisi atau kecenderungan 
kecenderungan atau tingkah laku – tingkah 
laku. Kecenderungan dari para pelaksana 
mempunyai konsekuensi konsekuensi 
penting bagi implementasi kebijakan yang 
efektif. Jika para pelaksana bersikap baik 
terhadap suatu kebijakan tertentu yang 
dalam hal ini berarti adanya dukungan, 
kemungkinan besar mereka melaksanakan 
kebijakan sebagaimana yang diinginkan 
oleh para pembuat keputusan awal.  
4) Struktur birokrasi. Faktor birokrasi 
merupakan salah satu badan yang paling 
sering bahkan secara keseluruhan menjadi 
pelaksana kebijakan, baik itu struktur 
pemerintah dan juga organisasi-organisasi 
swasta (Winarno,2002: 126-151).  





Dalam penelitian ini peneliti akan 
melakukan penelitian terhadap Implementasi 
Kebijakan retribusi kebersihan dalam upaya 
peningkatan Pendapatan asli Daerah. sumber 
data langsung dan peneliti berperan sebagai 
instrumen penentu dalam memperoleh data 
kualitatif. Pejabat pemerintah yang terkait 
dengan penelitiaan ini dijadikan sumber data. 
Data-data tersebut dikumpulkan dalam bentuk 
kata-kata atau penggambaran situasi yang 
menunjukan kajian ini lebih memperhatikan 
proses terjadinya semua kegiatan. Dari 
analisis tersebut dilakukan pengambilan 
kesimpulan untuk mengambil makna dari 
rangkaian kegiatan penelitian. 
Jenis penelitian ini menggunakan 
rancangan studi kasus. Menurut Bogdan dan 
Biklen (1992), rancangan studi kasus 
merupakan pengungkapan secara rinci dan 
mendalam terhadap suatu objek, peristiwa 
atau kejadian tertentu, guna memperoleh 
pengetahuan mengenai subyek, peristiwa atau 
kejadian tersebut.  
Sedangkan penelitian kualitatif menurut 
Moleong (2007:6) adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah. 
Penelitian kualitatif bertujuan 
memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 
suatu hal menurut pandangan manusia yang 
diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan 
dengan ide, persepsi, pendapat atau 
kepercayaan orang yang diteliti dan 
kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. 
Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan 
gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan 
konteks melalui pengumpulan data dari latar 
alami dengan memanfaatkan diri peneliti 
sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini 
peneliti berperan sebagai instrumen utama 
pengumpul data. Instrumen non manusia juga 
digunakan tetapi fungsinya sebagai pembantu. 
Penempatan manusia sebagai instrumen 
utama adalah disebabkan pada awal penelitian 
ini masalah, fokus, data dan hasil penelitian 
belum memiliki bentuk yang jelas. 
Berdasarkan pendapat tersebut peneliti  
berusaha sebaik mungkin bersikap seselektif 
mungkin, berhati-hati dan bersungguh-
sungguh dalam menjaring data sesuai dengan 
kenyataan dilapangan sehingga data yang 
terkumpul benar-benar relevan dan terjamin 
keabsahanya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Kebijakan Retribusi 
1) Pengorganisasian 
Untuk menjalankan suatu kebijakan, 
diperlukan pengorganisasian yang mantap dan 
dengan memperhatian seluruh dukungan 
sumber daya termasuk dukungan-dukungan 
materi yang dapat mendukung atau sekaligus 
bisa menghambat pelaksanaan kebijakan itu. 
Pelaksanaan kebijakan yang baik biasanya 
perlu dilakukan oleh tim pelaksana yang 
dipersiapkan secara khusus untuk dapat 
menjamin terlaksananya kegiatan terkait 
dengan kebijakan itu. 
Tim Pelaksana harus fokus dalam 
implementasi kebijakan salah satunya adalah 
dengan menerapkan strategi-strategi tertentu 
dalam melakukan pekerjaannya. Strategi-
strategi yang paling pokok adalah 
kemampuan mereka melakukan koordinasi 
antar mereka. Koordinasi dalam konteks ini 
juga terkait dengan strategi dalam 
menentukan peran masing-masing pihak, atau 
melakukan pembagian tugas antar mereka.  
Dalam pelakanaan kebijakan retribusi 
kebersihan pada Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu, proses pelaksanaan 
koordinasi belum berjalan dengan baik. Hal 
itu terlihat dari belum adanya kerjasama 
antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Palu dengan unit-unit pelaksana teknis 
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yang dipercaya melakukan pemungutan tarif 
retribusi kebersihan seperti loket loket 
pembayaran listrik atau telpon. 
2) Interpretasi  Kebijakan 
Implementasi kebijakan publik 
merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh 
para individu, kelompok pemerintah dan 
swasta, yang diarahkan pada pencapaian 
tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas 
dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa implementasi 
kebijakan meliputi semua tindakan yang 
berlangsung antara pernyataan atau 
perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. 
Keberhasilan implementasi ditentukan oleh 
antara lain, kemampuan para pihak dalam 
menerjemahkan sisi dari kebijakan. 
Pelaksanaan kebijakan retribusi juga 
ditentukan oleh sejauh mana kebijakan 
retribusi itu difahami oleh aparat yang 
melaksanakan kebijakan itu. Termasuk dalam 
hal ini, adalah kemampuan para aparat dalam 
merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam 
rangka mewujudkan kebijakan retribusi. 
Karena itu, untuk memperkuat 
pemahaman publik atau para pihak terhadap 
pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya 
penyiapan sumber daya manusia pelaksana. 
Biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan 
dan sosialisasi untuk memastikan bahwa 
kebijakan itu telah dapat difahami 
substansinya sebelum dilaksanakan.  
Pada level pelaksana lapangan, tidak 
memahami seluruh isi kebijakan, yang 
diketahui adalah hanya besaran pungutan, 
tetapi yang terkait dengan kewajiban yang 
harus dilakukan sehubungan dengan 
penarikan retribusi itu belum dipahami secara 
mendalam. Hal itu dapat disimak dari 
pernyataan petugas pungut sebagai berikut: 
Kami hanya tahu berapa besarnya pungutan 
yang harus ditarik dari para pembayar 
retribusi yang menjadi kewajiban mereka, 
dan kalau ada komplain di arahkan kekantor 
(wawancara dengan Petugas Pemungut 
retribusi kebersihan pada Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Palu, November 
2016). 
Pernyataan atas mengandung makna 
bahwa isi kebijakannya saja belum diketahui 
secara keseluruhan apalagi diinterpretasikan 
dalam pelaksanaan. Memang tidak semuanya 
harus menguasai substansi kebijakan, tetapi 
bagi aparat pemungut itu adalah suatu yang 
harus diketahui. Sebab dengan mengetahui isi 
kebijakannya akan memudahkan dalam 
melaksanakan serta akan lebih mampu 
menjelaskan kepada masyarakat luas, jika ada 
unsur masyarakat yang membayar retribusi 
kebersihan mempertanyakan eksistensi Perda 
tentang retribusi tersebut. 
Dari pemahaman masyarakat, mereka 
hanya mau membayar iuran retrbusi jika 
lingkungan pemukiman mereka bersih. Yang 
dibayar oleh masyarakat adalah pelayanan 
jasa kebersihan. Hal itu dapat disimak dari 
pernyataan informan berikut: 
Andaikan bukan menjadi syarat pengurusan 
SIUP dan TDP, saya sebetulnya keberatan. 
Sekitar pemukiman masih banyak sampah 
berserakan, jadi kenapa harus bayar? 
Kitakan membayar retribusi kebersihan, jadi 
kita harus dapat manfaat langsung dari apa 
yang kita bayar (wawancara dengan 
masyarakat pembayar retribusi kebersihan, di 
kota Palu, November 2016) 
Penjelasan di atas memberikan 
gambaran bahwa pemahaman masyarakat 
atas retribusi kebersihan sudah tepat. Hanya 
saja belum dimbangi dengan pemahaman 
aparat pelaksana tentang perlunya 
memaksimalkan pelayanan kebersihan 
kepada masyarakat tentang penciptaan 
lingkungan bersih di kota Palu. Di pihak lain, 
masih ada masyarakat yang tidak mengetahui 
untuk kepentingan apa mereka membayar 
retribusi kebersihan. Membayar retribusi 
dianggap sebagai kewajiban semua rakyat, 
yang harus dipenuhi sebagai warga negara. 
Padahal dari perpektif pelayanan publik, 
pembayaran retribusi selalu terkait dengan 
adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak 




lain kepada yang membayar retribusi atas 
jasa pelayanan yang diberikan itu. 
Kita diwajibkan bayar iuran kebersihan dan 
itu harus dibayar karena ditetapkan oleh 
pemerintah kota. Dan retribusi kebersihan 
itu wajib dibayar sebagai syarat pengurusan 
izin usaha (wawancara dengan Ibu Rina 
warga pembayar retribusi kebersihan, 
November 2016) 
Pernyataan  itu  mengandung  makna  
bahwa  membayar  iuran  kebersihan 
merupakan kewajiban masyarakat yang harus 
dipenuhi oleh setiap penduduk kota Palu. 
Tidak ada kaitannya dengan pemberian 
pelayanan publik. pemahaman ini masih 
belum tepat. Salah satu penyebab dari hal itu 
adalah kurang sosialisasi tentang kebijakan 
retribusi ini. Kurangnya sosialiasi ini dapat 
disebabkan oleh antara lain keterbatasan 
SDM aparat, serta faktor pembatas lain yang 
memungkinkan kegiatan pemberian 
informasi kepada masyarakat mengenai 
kebijakan retribusi tidak berjalan atau tidak 
dilaksanakan secara efektif. 
3) Pelaksanaan Kebijakan (Aplikasi/Aksi) 
Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi 
kebersihan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu masih belum bisa 
melaksanakan secara maksimal karena 
mereka masih mengakui banyak kekurangan 
dalam melayani masyarakat dalam hal 
pengangkutan sampah sebagai imbal balik 
dari retribusi kebersihan yang dibayarkan 
oleh wajib retribusi dalam hal ini masyarakat. 
Pelaksanaan pelayanan kebersihan belum 
berjalan dengan baik. Hal itu dipertegas oleh 
wawancara dengan Sekretaris Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
sebagai berikut: 
Memang kita akui pelayanan kita belum 
maksimal karena yang namanya restribusi itu 
bukan pajak, kalau pajak ini suka atau tidak 
suka harus bayar dan bisa dipaksakankalau 
restribusi ini apa yang saya dapat 
pelayanannya dari apa yang saya bayar. Dan 
kita juga agak malu meminta uang ke orang 
kalau pelayanan kita tidak maksimal. 
(wawancara denga Sekretaris Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
November 2016). 
Jadi untuk mengatasi masalah tersebut 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
akan merubah metode pemungutan retribusi, 
yaitu denga cara memperbaiki layanan 
terlebih dahulu baru kemudian bisa 
melakukan pungutan retribusi kepada 
masyarakat sehingga tujuan dan target bisa 
tercapai sesuaai dengan kebijakan yang 
ditetapkan. 
 
Aspek Implementasi Kebijakan Retribusi 
Dalam proses implementasi kebijakan 
ada tiga indikator untuk mengukur 
kemampuan organisasi pelaksana kebijakan 
hal ini dapat dilihat dari pendapat Jones 
(1991,293) yaitu: 
1) Faktor Komunikasi 
Implementasi kebijakan retribusi 
kebersihan ini, melibatkan berbagai unsur 
seperti pemerintah, perusahaan dan 
masyarakat. Agar ada sinkronisasi antar 
unsur tersebut sangat diperlukan komunikasi 
baik secara internal maupun eksternal. 
Terlebih jika dipahami bahwa bahasa 
komunikasi antara masing-masing pihak 
sangat berbeda sekali. 
Menurut M.A Wahyudi dan Tjitjik 
Rahayu (2013), hubungan atarorganisasi dan 
aktifitas pelaksana merupakan faktor krusial 
bagi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi 
yang terjalin baik harus senantiasa dipelihara, 
baik di internal organisasi pelaksana maupun 
maupun pihak eksternal organisasi. 
Komunikasi antar organisasi juga menunjuk 
adanya tuntutan saling mendukung antar 
instansi yang berkaitan dengan kebijakan 
sehingga kelompok sasaran mampu 
memahami dan bertanggung jawab atas 
kebijakan yang dijalankan. 
Pada kegiatan pemungutan retribusi 
kebersihan di Kota Palu dari sisi komunikasi 
antara petugas dan wajib pungut faktor 
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komunikasi sangat besar pengaruhnya, 
dimana masyarakat sering tidak menyadari 
akan pentingnya maksud dan tujuan dari 
pemungutan retribusi kebersihan tersebut, 
hasil wawancara dengan informan sebagai 
berikut: 
Kami merasakan berkeberatan membayar 
retribusi kebersihan sebab kami merasa tidak 
tersentuh dengan pelayanan kebersihan oleh 
Dinas Kebersihan. Buktinya di lingkungan 
kami, kalau bukan warga sendiri yang 
membersihkan tidak akan bersih. Lalu apa 
yang harus kita bayar, jika kebersihan 
lingkungan ditanggung oleh warga sendiri 
(Wawancara dengan Ibu rina masyarakat 
pembayar retribusi, November 2016) 
Pernyataan tersebut mengandung makna 
bahwa, jika saja persoalan kebersihan 
diselesaikan oleh pemerintah atau pihak yang 
bertanggungjawab atas pengelolaan 
kebersihan, maka pada dasarnya warga 
masyarakat tidak berkeberatan untuk 
membayar retribusi, sesuai dengan beban 
yang diberikan kepada mereka. Pengalaman 
mereka selama ini bahwa selama ini, 
masyarakat sendiri yang mengelola 
kebersihan lingkungan. Padahal ini menjadi 
kewajiban pemerintah dalam mengelola 
sampah yang utamanya pada lokasi-lokasi 
aktivitas masyarakat secara umum seperti 
pasar, Tempat Pembuangan Sementara, 
Terminal, dan tempat-tempat tertentu lainnya. 
2) Sumber Daya 
Dalam implementasi kebijakan harus 
ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya 
manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan 
dan isi kebijakan walaupun sudah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila implementor kekurangan 
sumber daya untuk melaksanakan, 
implementasi tidak akan berjalan efektif dan 
efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya 
tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak 
diwujudkan untuk memberikan pemecahan 
masalah yang ada di masyarakat dan upaya 
memberikan pelayan pada masyarakat. 
Selanjutnya Wahab menjelaskan bahwa 
sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 
daya manusia, yakni kompetensi implementor 
dan sumber daya finansial. 
Menurut M.A Wahyudi dan Tjitjik 
Rahayu (2013), sumber daya merupakan salah 
satu faktor yang penting dalam 
mengimplikasikan sebuah kebijakan agar 
efektif dan efisien. Selain itu sumber daya 
memiliki peranan yang sangat vital dalam 
perputaran roda organisasi. Implementasi 
membutuhkan sumber daya baik sumber daya 
manusia maupun non manusia. 
Pada kegiatan pemungutan retribusi 
kebersihan di Kota Palu dari sisi sumber daya 
sangat besar peranannya, seperti petugas 
pungut mereka menjadi ujung tombak untuk 
pencapaian target retribusi yang telah 
ditetapkan. Namun disisi lain sebagai mereka 
tidak pernah diberikan pelatihan bagaimana 
bekerja dengan baik, hal ini seperti yang di 
sampaikan oleh salah seorang petugas pungut 
yang di tempatkan di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Palu sebagai berikut: 
Sebagai petugas pemungut tidak pernah 
diberikan pelatihan, hanya berdasar 
pengalaman dari senior saja (Wawancara 
dengan petugas pungut, November 2016). 
Dari fakta diatas bisa menimbulkan hal 
yang fatal apabila petugas pungut tidak 
menguasai tentang aturan dan bisa 
menjelaskan kepada wajib retribusi. Mereka 
hanya tahu berapa besarnya pungutan yang 
harus ditarik dari para wajib retribusi yang 
menjadi kewajiban setiap unsur pembayar 
retribusi. Pernyataan ini berarti bahwa mereka 
belum menguasai isi kebijakannya secara 
keseluruhan, tidak pernah ada sosialisasi 
untuk mereka tentang isi kebijakan, apalagi 
menginterpretasikan dalam pelaksanaan. 
3) Disposisi 
Suatu disposisi dalam implementasi dan 
karakteristik adalah sikap yang dimiliki oleh 
implementor kebijakan, seperti komitmen, 
kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat 
demokratis. Implementor yang baik harus 




memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 
dapat menjalankan kebijakan dengan baik 
seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan 
oleh pembuat kebijakan. Implementasi 
kebijakan apabila memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasinya 
menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab 
(2007), menjelaskan bahwa disposisi adalah 
watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, 
sifat demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti 
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
Faktor disposisi dalam implementasi 
kebijakan retribusi kebersihan pada Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu masih 
belum berjalan maksimal, masih terjadi 
ketidak jelasan siapa yang memungut retribusi 
ke masyarakat. Tumpang tindih kewenangan 
beberapa pihak yang merasa berhak menagih 
retribusi ke masyarakat antara pihak Dinas 
dan pihak Kelurahan. Belum ada koordinasi 
yang baik sehingga fakta dilapangan 
membingungkan para pembayar retribusi 
karena bukan dari satu pihak saja yang 
melakukan pemungutan. Hal ini seperti yang 
dinyatakan oleh Sekeretaris Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Palu sebagai berikut: 
Belum diatur ini barang, jadi perlu 
pengaturan perlu duduk bersama siapa 
sebenarnya yang harus menagih? Kalau 
pihak Kelurahan monggo tapi Kelurahan apa 
kamu punya kewajiban didalam tagihan uang 
itu misalnya kamu tagih lebih dari yang 
restribusi kita silahkan selama itu aturan ada 
dasar hukumnya. (wawancara dengan oleh 
Sekeretaris Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu, November 2016). 
Fakta ini menunjukkan masih lemahnya 
sistem kerja para implementor kebijakan 
dalam melaksanakan tugas yang harusnya hal 
ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan 
harus ada solusi praktis sehingga masyarakat 
tidak dirugikan. 
4) Struktur Birokrasi 
Menurut Safawi, Rusdianto dan Rusli 
struktur birokrasi yang dimaksud adalah 
struktur kelembagaan yang mendukung 
terlaksananya kebijakan sehingga tidak ada 
yang merasa dipersulit dalam melaksanakan 
kebijakan tersebut. Oleh karena itu, struktur 
kelembagaan yang berjalan dengan baik 
merupakan syarat mutlak untuk kebijakan 
pemerintah yang efektif. Struktur adalah 
pengaturan elemen organisasi agar berada 
pada posisi dan fungsinya masing-masing, 
sehingga efektif untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
Struktur birokrasi terkait dengan 
rentang kendali dalam manajemen serta 
proses koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 
dalam organisasi yang dapat menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 
Struktur yang terlalu besar dengan hirarki 
yang banyak menjadi salah satu penyebab 
lambannya proses pelaksanaan tugas-tugas 
dalam organisasi karena banyak pos meja dan 
bagian yang harus dilewati. Sebaliknya 
struktur yang sederhana memungkinkan 
adanya percepatan dalam pelaksanaan 
pekerjaan. Hanya saja struktur yang sederhana 
dengan beban kerja yang besar 
memungkinkan terjadinya tumpang tindih 
dalam pekerjaan. Kalau hal seperti itu 
dibiarkan akan berdampak pada penumpukan 
pekerjaan dan pekerjaan sulit dikontrol. 
Karena itu, setiap organisasi selalu mencari 
atau berusaha membangun struktur yang ideal 
guna memastikan terciptanya level hirarki 
yang tidak banyak, struktur sederhana dengan 
beban tugas yang proporsional. 
Dalam hal penyelenggaraan kebijakan 
penarikan retribusi kebersihan, pembagian 
tugas pemungutan melibatkan beberapa 
petugas pungut yang ditempatkan di luar 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
tepatnya di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Palu seperti yang dikemukakan 
oleh Sekretaris Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu: 
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Itu kalau orang mengurus izin dia langsung 
bayar satu tahun, tetap itu merupakan target 
kita tapi dia disana bayarnya tapi tetap 
merupakan target kita. Ada kita punya 
petugas dari sana pak yang ditempatkan 
dikantor perizinan itu. (wawancara dengan 
Sekeretaris Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu, November 2016). 
Kerjasama antar instansi ini harus lebih 
ditingkatkan terutama dengan pihak pihak 
swasta yang langsung bersentuhan dengan 
masyarakat seperti loket pembayaran listrik 
dan telepon atau koperasi. Tentunya hal 
tersebut bisa dilakukan dengan dengan 
perjanjian tertulis yang disetujui oleh para 
pihak yang bersangkutan. 
Faktor Pendukung dan Penghambat 
Implementasi Kebijakan 
1) Pendukung Implementasi Kebijakan 
Beberapa faktor yang mendukung, 
sekaligus sebagai kekuatan dalam 
pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan 
adalah sebagai berikut: 
a) Komitmen pimpinan daerah mengenai 
pengelolaan persampahan menjadi kata 
kunci utama untuk wewujudkan 
pelaksanaan kebijakan retribusi 
kebersihan. Untuk mewujudkan 
pelaksanaan kebijakan seperti membangun 
sistem pelayanan kebersihan yang 
berkualitas maupun upaya meningkatkan 
penerimaan dari retribusi kebersihan, 
diperlukan ketegasan dan komitmen 
pimpinan dalam melaksanakannya secara 
konsisten dan berkesinambungan.  
Hal itu terkait dengan disposisi aparat dalam 
memahami arti penting dari kebijakan itu 
sendiri (Edward III). 
b) Kewenangan dalam pengelolaan 
persampahan. Adanya kewenangan yang 
otonom menjadi sebuah kekuatan yang 
dapat mendorong pelaksanaan kebijakan 
retribusi kebersihan.  
c) Faktor dukungan sumber daya. Para 
pelaksana kebijakan memiliki kesempatan 
luas untuk menyusun perencanaan yang 
baik untuk memastikan bahwa peningkatan 
sumber daya financial maupun sumber 
daya manusia. Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu harus mampu 
meyakinkan masyarakat bahwa mereka 
mampu untuk melaksanakan kewajiban 
mengangkut sampah warga.  
d) Terbangunnya kerjasama antara Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
dengan Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Palu dalam penarikan 
pembayaran retribusi kebersihan kepada 
setiap pelanggan. Adanya jaringan kerja ini 
merupakan sebuah kekuatan yang dapat 
mendorong terwujudnya pelaksanaan 
kebijakan retribusi secara baik. Kondisi ini 
menurut Edward III terkait dengan 
kemampuan koordinasi dengan para pihak 
terkait dalam mendukung pelaksanaan 
kebijakan persampahan. 
e) Perkembangan sektor swasta yang 
memerlukan jasa pelayanan persampahan. 
Hal ini menjadi peluang sebab semakin 
banyak usaha swasta semakin besar potensi 
pembayar retribusi. 
2) Faktor Penghambat Implementasi 
Beberapa faktor penghambat 
implementasi kebijakan retribusi kebersihan 
di kota Palu, sekaligus menjadi kelemahan 
diantaranya sebagai berikut:  
a) Kualitas sumber daya manusia relatif 
rendah, baik komitmen maupun keuletan 
dalam menjalankan tugas sebagai petugas, 
baik sebagai pemungut retribusi dan 
terutama selaku petugas kebersihan yang 
mampu memberikan pelayanan kebersihan 
secara baik dan berkelanjutan. 
b) Ketersediaan sarana dan kuantitas sarana 
dan prasarana baik secara kualitas maupun 
kuantitas belum memadai. Masih 
kurangnya tempat sampah yang 
ditempatkan ditempat tempat umum.  
c) Volume sampah yang terus meningkat, jika 
tidak dikelola dengan baik dan disertai 
armada pengangkut sampah yang memadai 
serta sumber daya manusia yang handal 




akan berdampak pada pengelolaan 
kebersihan yang tidak baik.  
d) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan 
perbaikan pelayanan kebersihan. Jika 
tuntutan publik tidak dipenuhi terutama 
menyangkut perbaikan layanan kebersihan 
dan penanganan sampah, maka akan 
membuat masyarakat apatis atau tidak mau 
lagi membayar retiribusi kebersihan di kota 
Palu.  
e) Masih rendah kesadaran masyarakat untuk 
membayar retribusi kebersihan secara 
teratur. 
f) Belum efektifnya pemberian sanksi 
terhadap Pelanggaran Hukum mengenai 
kebersihan. 
g) Sering terjadi keterlambatan dalam 
pengangkutan sampah sehingga warga 
enggan untuk membayar retribusi 
kebersihan secara teratur. 
Menurut versi aparat kebersihan kota, 
telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala-kendala yang selama ini 
menghambat kelancaran pelaksanaan 
kebijakan retribusi kebersihan antara lain:  
a) Upaya mendorong peningkatan kualitas 
prasarana dan sarana pendukung wilayah 
seperti upaya menambah Tempat 
Penampungan Sementara (TPS). 
b) Merubah sistem petugas pengumpul 
sampah yang dulunya mengejar retasi 
sampah sekarang menjadi mengejar 
sampah. 
Kondisi tersebut sesuai dengan 
pandangan Edward III bahwa berhasil 
tidaknya implementasi sebuah kebijakan 
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 
Edwards III (1980 : 9 – 10) seperti 
pemahaman dan pengetahuan para pemangku 
kepentingan atas kebijakan yang ada, proses 
komunikasi kebijakan, yakni sejauh mana 
komunikasi kebijakan itu dilakukan secara 
efektif, dukungan sumber daya baik sumber 
daya manusia, maupun sumber daya 
pendukung seperti sarana, prasarana. Selain 
itu faktor lain yang juga menentukan adalah 
sikap aparat dan masyarakat dalam 
memahami kebijakan dan menjalankan 
kebijakan secara konsisten. Dan yang terakhir 
adalah faktor struktur birokrasi dan organisasi 
pendukung serta koordinasi antara lembaga 
yang berkepentingan dan yang memiliki tugas 
dan tanggungjawab dalam pelaksanaan 
kebijakan secara baik. 
Sunggono (1994: 144) menegaskan 
bahwa keberhasilan sebuah kebijakan juga 
ditentukan oleh ada tidaknya dukungan dan 
atau partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. 
Adanya kesadaran masyarakat, menjadi kata 
kunci dalam mengimplementasikan kebijakan 
publik yang terkait langsung dengan 
masyarakat seperti kebijakan kebersihan. Hal 
itu juga terbukti di kota Palu, bahwa tanpa 
adanya dukungan sebagian masyarakat 
keberhasilan implementasi kebijakan 
dimaksud tidak akan tercapai. Adanya 
penolakan dari masyarakat ini juga telah 
mempengaruhi kinerja aparat dalam 
pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan di 
Kota Palu.  
3) Kontribusi Retribusi Kebersihan 
Terhadap PAD Kota Palu  
Pendapatan Asli Daerah atau PAD 
adalah pendapatan yang diperoleh Daerah. 
PAD dipungut berdasar undang-Undang No. 
33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara  pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Tujuan PAD adalah untuk 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah. 
Retribusi daerah merupakan merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai penyelenggaraan dan 
pembangunan di Daerah. Pembiayaan itu 
ditujukan untuk memantapkan Otonomi 
Daerah yang laus, nyata dan bertanggung 
jawab. 
Kontribusi bermakna keikutsertaan, 
keterlibatan, maupun sumbangan yang dapat 
berupa materi atau tindakan profesionalisme. 
Retribusi kebersihan berkontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu, 
20 e Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 1Januari 2018 hlm 11-22                            ISSN: 2302-2019 
 
untuk itu pengelolaan retribusi kebersihan 
harus dilaksanakan secara terpadu dan 
terkoordinasi dengan baik antara pihak 
pelaksana kebijakan, ini diterapkan agar dapat 
berhasil mewujudkan peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Palu. 
Sejalan dengan perkembangan 
pembangunan dan jumlah penduduk yang 
semakin padat dan meningkat. Peningkatan 
jumlah sampah dapat mempengaruhi 
keindahan kota, sehingga memerlukan 
pengaturan dan pengelolaan  kebersihan bagi 
lingkungan  perkotaan  pada  umumnya. 
Penerimaan retribusi kebersihan di Kota Palu 
mengalami fluktuasi dalam realisasi 
penerimaannya namun belum pernah 
mencapai 100% target yang telah ditetapkan. 
Realisasi penerimaan retribusi kebersihan 
Kota Palu selama lima tahun antara tahun 
2011 sampai dengan 2015 rata rata hanya 
sebesar 53,76%. 
Target retribusi kebersihan dan realisasi 
penerimaan retribusi kebersihan pada Dinas 
Kebersihan Dan Pertamanan Pemerintah Kota 
Palu dari  tahun 2011 sampai dengan 2015 
dapat dilihat dalam tabel. 1 sebagai berikut: 
Tabel 1. Daftar Realisasi Penerimaan 
Retribusi Kebersihan Pada Dinas 








Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
Dari data realisasi penerimaan 
pendapatan retribusi kebersihan diatas masih 
jauh dari target yang harusnya dicapai, 
sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Palu juga belum 
sesuai dengan yang diharapkan, karena antara 
target dengan realisasi masih terdapat 
kesenjangan. Target yang ditetapkan tidak 
pernah tercapai 100% sehingga Pemerintah 
Kota Palu dalam hal ini Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu harus berusaha lebih 
keras agar target yang sudah ditetapkan bisa 
tercapai. Sehingga realiasi dan kontribusi 
retribusi kebersihan dapat sesuai dengan 
target yang diharapkan.  
Untuk lebih jelasnya gambaran tentang 
kontribusi retribusi kebersihan yang dipungut 
oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota 
Palu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Palu antara tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015 dapat dilihat tabel. 2 sebagai 
berikut: 
Tabel 2. Kontribusi Retribusi 
Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli 






Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu 
dan DPPKAD  Kota Palu. 
Data tersebut diatas menggambarkan 
bahwa implementasi kebijakan retribusi 
kebersihan Kota Palu masih belum optimal, 
untuk itu pemerintah Kota Palu harus harus 
lebih bekerja keras lagi dalam mencari solusi 
atas segala sesuatu yang menjadi kendala, 
sehingga  kedepan target yang telah 
ditetapkan bisa tercapai. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1) Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan temuan 
penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a) Retribusi kebersihan di Kota Palu 
merupakan salah satu sumber 




Pendapatan Asli Daerah yang 
Implementasi kebijakan retribusi 
sepenuhnya dilaksanakan dan menjadi 
tanggungjawab Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu. 
b) Penarikan retribusi menjadi 
kewenangan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu harus diimbangi 
pelayanan kebersihan. Implementasi 
kebijakan ini belum maksimal, proses 
sosialisasi kebijakan belum berjalan 
dengan baik, penggalian potensi masih 
kurang dilakukan, penetapan target 
belum berdasar potensi daerah yang 
ada. 
c) Penerimaan dan realisasinya retribusi 
kebersihan masih rendah, dalam kurun 
waktu antara 2011 sampai dengan 2015 
hanya sebesar 53,76% dari target yang 
telah ditetapkan. Kontribusinya retribusi 
kebersihan terhadap PAD masih sangat 
kurang yakni sebesar rata-rata 0,89%  
dari realisasi PAD Kota Palu selama 
kurun waktu 2011 sampai dengan 2015.  
d) Kualitas pelayanan kebersihan belum 
memuaskan sehingga masyarakat 
merasa masih berat melakukan 
pembayaran sesuai kebijakan yang telah 
ditetapkan pemerintah.  
e) Proses koordinasi khususnya dengan 
pihak kelurahan belum maksimal yang 
berakibat pada pemungutan retribusi 
kebersihan belum maksimal dan 
menimbulkan tumpang tindih 
wewenang. 
f) Berbagai faktor pendukung 
implementasi kebijakan retribusi 
kebersihan di Kota Palu antara lain 
adalah kewenangan dalam kebijakan 
pengelolaan persampahan, adanya kerja 
sama antara Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Palu dengan Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu 
dalam penarikan iuran pembayaran 
retribusi kebersihan, Berkembangnya 
sektor swasta dalam jasa pelayanan 
persampahan. 
g) Faktor penghambat implementasi 
kebijakan adalah kualitas sumber daya 
manusia relatif rendah, baik komitmen 
maupun keuletan dalam menjalankan 
tugas, ketersediaan sarana dan prasarana 
baik kualitas maupun kuantitas belum 
memadai, volume sampah sampah yang 
terus meningkat. Kendala-kendala lain 
adalah kesadaran masyarakat untuk 
membayar retribusi kebersihan secara 
teratur belum maksimal dan belum 
efektifnya pemberian sanksi terhadap 
pelanggaran hukum kebersihan, 
terjadinya keterlambatan dalam 
pengangkutan sampah, dan minimnya 
biaya operasional pemeliharaan. 
 
2) Rekomendasi 
Dari hasil hasil penelitian yang telah 
dijelaskan, maka beberapa rekomendasi yang 
diajukan adalah:  
a) Implementasi kebijakan perlu 
dimaksimalkan terutama proses 
sosialisasi kebijakan, penggalian 
potensi baru, penetapan target 
penerimaan yang realistis sesuai 
dengan potensi yang ada, peningkatan 
kualitas pelayanan kebersihan kepada 
masyarakat. 
b) Perlu peningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, baik komitmen maupun 
keuletan menjalankan tugas, 
meningkatkan ketersediaan sarana dan 
prasarana, perbaikan kinerja petugas 
lapangan dalam menangani sampah. 
Untuk meningkatkan motivasi petugas 
mulai dari petugas kebersihan serta 
pemungut retribusi kehersihan dengan 
menaikan gaji/honor mereka secara 
memadai sesuai keadaan sekarang. 
c) Mencari dan menciptakan obyek-
obyek retribusi potensial yang dapat 
dijadikan Retribusi Daerah yang 
mendukung peningkatan sumber 
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